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 Rafika NurulHamdani Ramli (B11110908), Tinjauan Hukum 
Internasional Terhadap Penangkapan Aktivis Greenpeace oleh Pemerintah 
Rusia. Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Marcel Hendrapaty. 
 Penelitianinibertujuanuntuk mengetahui tinjauan hukum internasional 
terhadap aksi protes yang dilakukan Greenpeace terhadap perusahaan 
energi Rusia Gazprom dan juga untuk mengetahui legalitas penahanan 
terhadap aktivis Greenpeace oleh pemerintah Rusia.Penelitian ini merupakan 
penelitian hokum normatif yang dilakukan dengan metode library 
research.Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara langsung 
maupun melalui e-mai ldengan pihak-pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi untuk membantu penelitian ini 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)Isu 
lingkungan yang sedang terjadi utamanya climate change dan global 
warming merupakan masalah yang merupakan tanggung jawab seluruh 
subjek hukum internasional karena hal ini menyangkut keselamatan hidup 
umat manusia di masa yang sekarang dan terutama di masa yang akan 
datang.2) Greenpeace sebagai NGO memiliki legal personality berdasarkan 
hukum organisasi internasional. Greenpeace sebagai NGO bertindak dalam 
kapasitas hukum yang memiliki prinsip non-violent direct action, selama lebih 
dari 40 tahun dan tidak pernah menggunakan kekerasan dalam setiap 
aksinya. 3) Dasar tuduhan pelanggaran terhadap hukum internasional 
maupun tuduhan piracy  dan hooliganism seperti yang dituduhkan 
pemerintah Rusia tidak terbukti sama sekali sehingga para aktivis 



















 Rafika Nurul Hamdani Ramli (B11110908). International Law Review 
on Greenpeace Activists Arrest by the Russian Government. Advised by 
Abdul Maasba Magassing and Marcel Hendrapati. 
 The aims of this research are to find out international law review on 
protests by Greenpeace to Russian energy company, Gazprom, and also to 
find out legality of the Greenpeace activists arrest by the Russian 
Government. This research is normative law research by using library 
research method. This research also conducted interview directly or through 
email with parties that are considered to have the competence to assist this 
research.  
 The results of this research are: 1) Current environmental issues 
particularly the climate change and global warming are issues that are 
responsibility of all international law subjects because they relate to the life of 
human being now or in the future. 2) Greenpeace as NGO has legal 
personality according to law of international organizations. Greenpeace as 
NGO acts in law capacity that has non-violent direct action principal, for more 
than 40 years and never used violence in every single of it acts. 3) The 
allegations on the violation of international law or piracy and hooliganism as 
accused by Russian government are not proved thus all the activists have 
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A. Latar Belakang Masalah 
Lebih dari 800.000 tahun es telah menjadi ciri utama lautan 
Arktik.1 Tiga puluh tahun terakhir es yang mengapung di puncak 
dunia telah berkurang sebesar tiga perempat.Es ini memantulkan 
panas matahari kembali ke angkasa dan menjaga bumi tetap dingin 
serta menstabilkan sistem cuaca. Es mencair karena penggunaan 
energi fosil yang kotor, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah 
tidak akan ada es di kawasan Arktik.2Hal ini tentu akan berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup umat manusia di seluruh dunia. 
Dibalik ancaman tersebut, perusahaan-perusahaan minyak 
seperti Shell, BP, Exxon, Gazprom, Rosneft, dan yang lain akan 
membuka perbatasan minyak baru untuk meraup potensi 90 juta 
barel minyak.3 Untuk melakukan pengeboran di Arktik, mereka harus 
menarik bongkahan gunung es yang menghalangi anjungan 
pengeboran dan menggunakan selang raksasa untuk mencairkan es 
yang mengapung dengan menggunakan air hangat.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Selama ini tumpahan minyak di laut terus meningkat sehingga 
menimbulkan kerusakan terhadap bumi padahal sekitar tahun 1950 
masyarakat internasional telah terdaftar pada polusi minyak 
internasional di laut.4Beberapa peristiwa yang menimbulkan 
tumpahan minyak di laut antara lain: kecelakaan kapal Torrey 
Canyon5 di daerah Kanal Inggris, tumpahan minyak di Teluk 
Chesapeake, Amerika Serikat,6dan lain sebagainya. Didalam United 
Nations Convention on Environment and Development (UNCED) 
disebutkan tentang pembagian prioritas lingkungan: kategori yang 
berhubungan dengan perlindungan media lingkungan yang beraneka 
ragam, dan kategori yang berhubungan dengan aturan dari kegiatan 
atau produk tertentu. Kategori utama yang merupakan prioritas untuk 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
Philippe Sands, Principles of International Environmental Law I: Frameworks, 
Standards and Implementation, (Manchester: Manchester University Press, 1960), hlm 
10 
5
Torrey CanyonIncident mewakili langkah awal utama dalam proses pembuatan 
hukum mengenai kecelakaan polusi minyak. Supertanker Liberia kandas di tahun 1967, 
setelah mengambil rute yang tidak sesuai dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan 
waktu antara waktu kedatangan sebenarnya dan tabel waktu. Keputusan yang buruk 
berubah menjadi bencana polusi minyak terbesar pada saat itu. Menjadi kapal terbesar di 
dunia, minyak tersebut keluar dari tempat kerusakan polusi skala besarnya ke area 
sensitif pulau Scilly yang hanya berada di luar laut teritorial Inggris. Disebabkan oleh 
ancaman polusi minyak yang besar, pemerintah Inggris mengebom rongsokan tersebut 
dalam upaya untuk membakar sisa-sisa kargo minyak di kapal dan menenggelamkan 
kapalnya. 
6
  Pada tanggal 2 Februari 1976, salah satu tumpahan minyak terburuk sepanjang 
sejarah terjadi di Teluk Chesapeake. Sekitar 250.000 galon dari minyak nomor enam, 
tumpah ke teluk setelah sebuah tubrukan, STC-101, tenggelam dalam badai dekat mulut 
sungai Potomac. Minyak tersebut mengontaminasi pantai yang luas dan daerah rawa 








perlindungan dan konservasi pada media lingkungan tertentu, antara 
lain:7 
1. Perlindungan atmosfir, pada khususnya dengan melawan 
perubahan lingkungan, ozone depletion and ground level, dan 
polusi udara lintas perbatasan; 
2. Perlindungan sumber lahan; 
3. Halting deforestation; 
4. Konservasi keanekaragaman hayati; 
5. Perlindungan sumber air bersih; 
6. Perlindungan samudera dan laut (termasuk daerah pantai) dan 
sumber daya alam laut. 
Isu lingkungan sudah dibicarakan sejak dulu. Beberapa 
perjanjian mengenai lingkungan dibuat untuk memecahkan masalah 
ini seperti United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC)8, Kyoto Protocol9, Convention on Biological 
Diversity(CBD),10Agenda 21.11Selain konvensi-konvensi yang dibuat 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
Philippe Sands, Op.Cit. 
8
 UNFCCC berlaku sejak tanggal 21 Maret 1944. Sekarang, UNFCCC sudah hampir 
mempunyai anggota yang universal. 195 negara yang telah meratifikasi konvensi ini 
disebut pihak konvensi. UNFCC adalah konvensi Rio, salah satu dari tiga yang diadopsi 
pada Rio Earth Summit 1992. Mencegah interfensi manusia yang berbahaya dengan 
sistem lingkungan adalah tujuan utama dari UNFCCC. 
9
Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang berhubungan dengan emisi gas 
rumah kaca dan pemanasan global. Perjanjian ini dinegosiasikan di Kyoto, Jepang dan 
diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997. Protokol ini mengikat negara-negara industri 
untuk mengurangi emisi kolektif gas rumah kaca mereka sebesar 5,2 %. 
10
Convention on Biological Diversity  atau Konvensi Keanekaragaman Hayati 
merupakan perjanjian internasioanl yang diadopsi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 







untuk menjaga lingkungan, beberapa organisasi yang peduli 
masalah lingkungan baik organisasi bentukan pemerintah 
(governmental organization) maupun bukan (non-governmental 
organization), mulai dibentuk. Kelompok yang bukan bentukan 
pemerintah muncul karena frustrasi dengan kurangnya inisiatif 
pemerintah untuk mengatasi peningkatan  degradasi lingkungan. 
Non-Governmental Organization (NGO) atau Organisasi Non-
Pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan telah 
mengembangkan keahlian dan keterampilan lobi ilmiah mereka yang 
memungkinkan mereka secara efektif untuk berpartisipasi dalam 
negosiasi untuk perjanjian lingkungan. Beberapa NGO telah dikenal 
atas kerja mereka secara global12: International Union for 
Conservation Nature (IUCN)13, Friends of the Earth International 
(FoEI)14, Greenpeace, danWorld Wide Fund for Nature (WWF)15.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
keanekaragaman hayati; (2) menggunakan komponen secara berkelanjutan; (3) untuk 
membagi secara adil dan merata keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber 
daya genetik. 
11
 Agenda 21 adalah merupakan hasil dari UNCED Rio de Janerio pada tanggal 3-14 
Juni 1992. Agenda 21 menekankan pada masalah yang sedang dihadapi sekarang dan 
bertujuan untuk mempersiapkan dunia untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi 
dimasa yang akan datang. Baik masalah HAM maupun masalah lingkungan. 
12
 Alexander Kiss and Dinah Shelton, Guide to International Environmental Law, 
(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007) hlm 69 
13
  IUCN merupakan organisasi lingkungan tertua dan terbesar di dunia. Didirikan 
pada tahun 1948. Telah memiliki lebih dari 1.200 anggota termasuk 200 lebih organisasi 
pemerintah dan 900 lebih organisasi non pemerintah. Melestarikan keanekaragaman 
hayati adalah misi utama IUCN. 
14
 Merupakan akar jaringan lingkungan terbesar di dunia yang berkampanye tentang 
isu-isu lingkungan dan social yang paling mendesak saat ini. Mereka menantang model 
ekonomi dan korporasi global, dan mempromosikan solusi yang akan membantu 







Masalah-masalah lingkungan yang terjadi membutuhkan 
sebuah solusi agar dampak yang timbul dapat dikurangi atau bahkan 
dihentikan.16 Penulis kemudian mengambil salah satu contoh 
kampanye dalam melestarikan lingkungan yang dilakukan oleh 
Greenpece yaituSave the Arctic yang dimulai sejak Juni 2012 untuk 
mengumpulkan dukungan seluruh penduduk bumi dalam 
menyelamatkan Arktik. Para aktivis ini membawa jutaan nama yang 
telah berpartisipasi dalam petisi ini ke Kutub Utara beserta “Bendera 
untuk Masa Depan” yang didesain oleh anak muda di seluruh dunia.  
Kasus ini bermula pada hari Jumat pagi tanggal 24 Agustus 
2013 ketika enam aktivis Greenpeace menaiki anjungan 
Prirazlomnoya dengan kapal bot. Mereka bertahan disana dan tidak 
dapat dijangkau oleh pekerja. Aksi ini dilakukan untuk memprotes 
perusahaan gas Rusia Gazprom17. Gazprom adalah perusahaan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
15
WWF adalah organisasi lingkungan yang telah berdiri selama 50 tahun. Misi WWF 
adalah untuk melestarikan alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak untuk 
keanekaragaman kehidupan di Bumi. Visi WWFadalah untuk membangun masa depan di 
mana orang hidup dalam harmoni dengan alam. 
16
 Untuk penjelasan lebih lanjut lihat hlm 65 
17
Gazprom adalah perusahaan energi global yang bergerak dibidang eksplorasi 
geologi, produksi, transportasi, penyimpanan, memproses dan menjual gas, kondensasi 
gas dan minyak, menjual gas sebagai bahan bakar kendaraan serta pembangkit dan 
pemasaran panas dan tenaga listrik.  
Gazprom memegang cadangan gas alam dunia. Dewasa ini, Gazprom secara aktif 
mengimplementasikan projek skala besar yang bertujuan mengeksploitasi sumber gas 
dari Yamal Peninsula, Arktik Shelf, Timur Siberia dan Far East, serta eksplorasi 
hidrokarbon dan proyek produksi luar negeri. 
Gazprom merupakan penyuplai gas andalan untuk Rusia dan pelanggan luar negeri. 
Gazprom memiliki jaringan transmisi terbesar di dunia-the Unified Gas Supply System of 
Russia dengan panjang total lebih dari 168 ribu kilometer. Gazprom menjual lebih dari 
setengah total produksi gas ke pelanggan Rusia dan mengekspor gas ke lebih dari tiga 







pertama yang akan memulai produksi komersial minyak di lepas 
Arktik tahun 2014.18 
Pada tanggal 18 September 2013, dua aktivis Greenpeace 
Internasional, Sini dan Marco, ditangkap ketika melakukan aksi 
protes di kilang minyak lepas pantai Gazprom, Prirazlomnoya19, Laut 
Pechora20, lepas pantai Rusia.21Sehari setelahnya, pada tanggal 19 
September 2013, pasukan pengamanan Rusia menangkap para 
aktivis Greenpeace22yang menaiki kapal Arctic Sunrise dan langsung 
dibawa ke Murnmask. Pemerintah Rusia telah menahan 30 aktivis 
Greenpeace yang berasal dari 16 negara. Pada tanggal 20 
September 2013, Perdana Menteri Belanda mengatakan bahwa 
pihak Rusia seharusnya menghubungi Belanda sebelum Rusia 
menahan kapal Greenpeace, Arctic Sunrise, karena Arctic Sunrise 
membawa bendera Belanda. Menurut pihak Greenpeace, Arctic 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
pengekspor gas alam cair di Rusia. Perusahaan ini adalah salah satu dari lima produser 
minyak terbesar di Rusia dan pemilik aset pembangkit listrik terbesar dalam negeri. 
18
Aktivis Greenpeace Duduki Anjungan Minyak Rusia 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120824_greenpeace.shtml diakses pada 
tanggal 12 Oktober 2013 
19
Lahan Prirazlomnoya ditemukan pada tahun 1989. Berlokasi di dasar Laut Pechora 
60 km dari tepi pantai (perkampungan Varandey) pada kedalaman air 19-20 m. Lahan 
Prirazlomnoye merupakan elemen esensial dari strategi pengembangan bisnis minyak 
grup Gazprom. 
20
 Laut yang terletak di barat laut Rusia,  bagian tenggara dari Laut Barent 
21
Save The Arctic-Bebaskan Aktivis Kami 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/free-our-activists/ 
diakses pada tanggal 12 Oktober 2013. 
22







Sunriseberlayar di perairan internasional bukan di wilayah yurisdiksi 
negara Rusia.23 
Disisi lain, pihak Rusia beranggapan bahwa ketika aktivis 
Greenpeace memanjat kapal minyak Gazprom, mereka berada 
dalam wilayah teritorial Rusia yaitu di Laut Pechora.Akhirnya, pada 
tanggal 24 September para aktivis Greenpeace secara resmi 
ditahan. Antara tanggal 26-29 September 2013 para aktivis ditahan 
selama dua bulan sebagaimana yang disahkan oleh Pengadilan 
Wilayah Leninsky.24 Pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2013 mereka 
didakwa atas dasar tuduhan piracy atau pembajakan oleh 
pengadilan setempat berdasarkan pasal 227(3) Criminal Code of the 
Russian Federation. Greenpeace menolak segala tuduhan 
pembajakan yang dituduhkan pemerintah Rusia. Pembajakan sesuai 
dengan Pasal 101 Konvensi Hukum Laut (KHL) berlaku ketika 
aktivitas pelanggaran ilegal, detensi atau pemusnahan melawan 
kapal atau pesawat untuk tujuan pribadi. Pembajakan tidak berlaku 
untuk protes tanpa kekerasan melawan instalasi pantai berjalan 
dengan tujuan menginformasikan opini publik. Pengadilan Murnmask 
menolak banding untuk pembebasan para aktivis. Menteri Luar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23
Live-Latest Updates from the Arctic Sunrise Activists 
http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/From-peaceful-action-to-
dramatic-seizure-a-timeline-of-events-since-the-Arctic-Sunrise-took-action-September-18-
CET/#a27 diakses pada tanggal 22 Oktober 2013. 
24
Case No.22 The Artic Sunrise Kingdom of the Netherlands and Russian Federation, 







Negeri Rusia mengumumkan bahwa Rusia tidak akan menerima 
proses arbitrase internasional yang akan diajukan oleh Belanda 
dengan tujuan untuk melepaskan kapal Greenpeace Internasional, 
Arctic Sunrise, serta awaknya. 
Sementara jelas bahwa menurut hukum internasional setiap 
negara dapat memiliki kewajiban terhadap lingkungan kepada warga 
negaranya dan negara-negara lain yang mungkin dirugikan oleh 
kegiatan itu kurang jelas apakah kewajiban tersebut diwajibkan 
kepada masyarakat internasional secara keseluruhan25.Bahkan 
Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Kremlin, Mikhail Fedotov, 
juga mengatakan para aktivis Greenpeace Internasional tidak dapat 
dikenakan tuduhan pembajakan karena mereka tidak memiliki niat 
untuk merebut kilang minyak. Dia juga mengatakan dewan akan 
mengajukan banding ke jaksa penuntut umum untuk mengubah 
keputusan tersebut.26 
Dakwaan melakukan pembajakan atau piracytidak terbukti 
maka pada 23 Oktober 2013, tuduhan piracy oleh pemerintah Rusia 
kemudian diganti dengan tuduhan hooliganismatau tindakan 
pengacauan. Pada tanggal 24 Oktober 2013, Parlemen Eropa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25
Philippe Sands, Op.Cit, hlm 16 
26
 Greenpeace International Bail Appeals Refused as Brazil President Speaks Out 
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Brazil-President-speaks-out/ 







mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa 
tuduhanhooliganism tetap tidak sesuai. Mereka juga menekankan 
bahwa tuduhan tersebut dapat dilihat sebagai ancaman terhadap 
demokrasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan 
berdemonstrasi.27Kegiatan yang dilakukan Greenpeace merupakan 
aksi damai dalam menyelamatkan bumi. Organisasi internasional 
telah dijamin dengan hak istimewa dan kekebalan oleh undang-
undang khusus dan kewenangan administratif.28 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis 
mengangkat judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap 
Penahanan Aktivis Greenpeace oleh Pemerintah Rusia” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah tinjauan hukum internasional terhadap aksi 
protes yang dilakukan Greenpeace terhadap perusahaan 
energi Rusia Gazprom? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
European Parliament, Charges Against the “Arctic 30” are “disproportionate”, says 
Parliament http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20131018IPR22650/html/Charges-against-the-Arctic-30-are-
disproportionate-says-Parliament diakses pada tanggal 23 Oktober 2013 
28
 Aaron I.Young, Deconstructing International Organization Immunity, Georgetown 







2. Bagaimanakah legalitas penahanan terhadap para aktivis 
Greenpeace yang dilakukan oleh pemerintah Rusia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah: 
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum internasional terhadap aksi 
protes yang dilakukan Greenpeace terhadap perusahaan 
energi Rusia Gazprom. 
2. Untuk mengetahui legalitas penahanan terhadap aktivis 
Greenpeace oleh pemerintah Rusia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi mengenai 
Greenpeace. 
2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang kasus 















A. Organisasi Internasional  
1. Konsep Organisasi Internasional 
Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-
negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya 
dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-
badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan 
bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para 
anggotanya.29Berdasarkan Pasal 2 (1) (i) Konvensi Wina tentang 
Hukum Perjanjian Internasional 1969, ““international organization” 
means an intergovernmental organization.” 
Menurut Leroy Bennet dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, 
organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:30 
1. A permanent organization to carry on a continuing set of 
functions. 
2. Voluntary membership of eligible parties. 




 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, (Bandung: Universitas 
Padjajaran, 2006) hlm 1 
30
 Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: UI-
Press, 2004) hlm 5. Lihat A. Leroy Bennet, International Organization (New Jersey: 







4. A broadly representative consultative conference organ. 
5. Permanent secretariat to carry on continuous administrative, 
research and information functions. 
Apa yang dimaksud dengan organisasi internasional tergantung 
bagaimana memandang organisasi internasional tersebut. Namun 
harus diakui organisasi internasional sebagai wadah dari negara-
negara untuk mencapai tujuan tertentu sangat dibutuhkan. 
Organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya tidak boleh 
bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam hukum 
internasional.31 
2. Klasifikasi Organisasi Internasional 
Terdapat beberapa kriteria dalam pengklasifikasian organisasi 
internasional, yaitu:32 
1. Klasifikasi yang didasarkan atas waktu, yaitu antara organisasi 
internasional yang permanen dan tidak permanen, Organisasi 
internasional yang permanen adalah organisasi internasional 
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Organisasi internasional yang tidak permanen adalah 
organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, 
atau sampai tujuan organisasi tersebut sudah tercapai. 
2. Klasifikasi yang didasarkan pada Organisasi Internasional 
Publik (Public International Organization) dan Organiasi 
Internasional Privat (Private International Organization) atau 
Non-Governmental Organization (NGO). 
Menurut Henry G. Schermers (1980: 9), syarat-syarat 
organisasi internasional publik adalah:33 
a. Organisasi internasional tersebut harus didirikan atas 
dasar perjanjian internasional. 
b. Organisasi tersebut mempunyai alat perlengkapan 
(organ). 
c. Hukum yang berlaku untuk organisasi internasional itu 
adalah hukum internasional. 
D.W. Bowett memberikan klasifikasi terhadap Organisasi 
Internasional Privat:34 
a. Tujuannya harus merupakan tujuan internasional. 
b.  Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota 
mempunyai hak suara. 
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c. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus 
mempunyai markas besar (headquarters) demi 
kelangsungan usaha. 
d. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan 
pekerjaan organisasi harus berasal dari berbagai 
negara/bangsa. 
e. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari 
berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri 
(independent) dan harus masih aktif. Organisasi yang 
tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi. 
3. Klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaan maka ada 
organisasi universal dan organisasi tertutup.Suatu organisasi 
internasional biasanya hanya akan dibedakan menurut prinsip 
yang dianut dalam menentukan anggotanya:35 
a. Prinsip universalitas (principle of universality), dimana 
keanggotaannya lebih didasarkan atas persamaan 
kedaulatan negara (sovereign equality of State). Prinsip ini 
tidak membedakan besar kecilnya negara sebagai 











b. Prinsip kedekatan wilayah (principle of geographic 
proximity), yang anggotanya hanya dibatasi pada negara-
negara yang berada di wilayah tertentu seperti Asia 
Tenggara (ASEAN), yang pada hakekatnya merupakan 
organisasi regional. 
c. Prinsip selektivitas (principle of selectivity), yang 
menekankan latar belakang persamaan agama, budaya, 
etnis, pengalaman sejarah dan sesama produsen. 
4. Organisasi internasional yang didasarkan pada sifat organisasi, 
yaitu supranasional.Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
suatu organisasi supranasional menurut Henry G. Schermers:36 
a. Keputusan organisasi mengikat negara anggota 
b. Alat perlengkapan yang berwenang untuk mengambil 
keputusan tidak selalu tergantung pada kerjasama seluruh 
anggota. 
c. Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat 
peraturan yang langsung mengikat penduduk negara 
anggota. Kewenangan yang demikian mungkin dapat 
mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerjasama dengan 
pemerintah nasional negara anggota. 
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d. Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk 
memaksakan keputusannya. Pelaksanaan keputusan 
selalu mungkin bahkan tanpa kerjasama dengan 
pemerintah (negara setempat). Parlemen dan badan 
peradilan nasional boleh memaksa pemerintahnya untuk 
memenuhi kewajibannya terhadap organisasi 
internasional tersebut. 
e. Keuangan organisasi bersifat otonom. Keuangan 
organisasi berasal dari dana yang dibayar oleh negara 
anggota. 
f. Penarikan diri secara unilateral tidak mungkin.  
5. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya. 
Klasifikasi yang didasarkan pada fungsi khusus dapat 
dibedakan menjadi:37 
a. Fungsi Pengadilan (Judicial Institution) 
b. Fungsi Administratif (Administration Institution) 
c. Fungsi Legislatif Semu (Quasi International Legislation) 
d. Fungsi Serba Guna (Comprehensive) 
3. Landasan Hukum Organisasi Internasional 
Pada umumnya, hukum yang sesuai dengan organisasi yang 
bersifat khusus (spesifik) pada dasarnya akan mengikuti hukum 
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konvensional, yang dinamakan konstitusi organisasi.38 Sumber 
hukum organisasi internasional yang relevan untuk area yang 
dibahas, sebagai berikut:39 
a. Konstitusi organisasi dan interpretasinya; 
b. Naskah peraturan organisasi, seperti statuta pengadilan 
adiministratif; 
c. Praktek penciptaan hukum suatu organisasi; 
d. Prinsip-prinsip hukum umum, seperti yang diaplikasikan 
pada hukum administratif internasional atau area lain yang 
relevan; 
e. Kebiasaan hukum internasional, misalnya penerapan 
pada interpretasi teks konstitusi dan legislatif dan untuk 
pertanggung jawaban dari dan untuk organisasi; 
f. Hukum konvensional, misalnya penerapan pada hampir 
semua organisasi yang bersifat terbuka untuk imunitas 
dan keistimewaan; 
g. Keputusan pengadilan, seperti yang mereka terapkan 
pada prinsip-prinsip umum, sebagai contoh, penafsiran 
teks perjanjian. 
4. Legal Personality 
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Ada dua perdebatan utama mengenai legal personaliti 
organisasi internasional:40 
a. Apakah organisasi internasional memiliki legal personaliti 
dan kapan dan bagaimana mereka memperolehnya? 
b. Apa saja konsekuensi dari hubungan legal personaliti? 
Tanpa personaliti suatu organisasi tidak akan dapat 
menampilkan hak nya pada  proses hukum, baik dalam level 
internasional maupun non-internasional.41 
Suatu organisasi internasional yang diciptakan melalui suatu 
perjanjian internasional dengan bentuk instrumen pokok, akan 
memiliki suatu personalitas hukum dalam hukum internasional.42 
Weissberg mengemukakan pendapat pribadinya bahwa suatu 
entitas yang melaksanakan hak dan internasional dan terikat oleh 
kewajiban internasionalnya atau personalitas hukum (legal 
personality), maka kepadanya diberikan kemampuan dalam hukum 
internasional (international legal capacity).43 
Dalam Principle of the Statutory Office disebutkan bahwa NGO 
akan memiliki kapasitas hukum yang sama dan personalitas di 
semua negara kontrak seperti yang telah di negara di mana kantor 
hukum berada. Ada dua alasan untuk mendasarkan legal personaliti 
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dan kapasitas sebuah NGO pada hukum negara di mana ia memiliki 
kantor hukumnya. Pertama, hal ini menyatakan bahwa NGO telah 
mengajukan keinginan untuk tunduk pada sistem hukum yang 
diberikan dalam menentukan kantor hukum, dan bahwa keinginan ini 
harus dihormati. Kedua, prinsip yang terpilih membuat NGO 
memungkinkan untuk menghindari penghentian apapun dalam 
melanjutkan legal personalitinya jika kedudukan diganti.44 
 
 
5. Tanggung Jawab Organisasi Internasional 
Ada beberapa preseden terkait terkait tanggung jawab 
internasional dari atau untuk organisasi internasional tetapi preseden 
tersebut tidak banyak.45 Prinsipnya, jika bukan hanya, international 
judicial case sesuai dengan subjek adalah Reparation For Injuries 
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Organisasi internasional memiliki berbagai macam hubungan 
dengan yang lain selain dari negara, seperti individu natural dan 
korporasi. Hubungan ini diatur oleh hukum nasional atau hukum 
transnasional.47 
Peranan organisasi internasional khususnya NGO juga diatur 
dalam Agenda 21 paragraf 27.5: 
“Non-governmental organizations, including those non-profit 
organizations representing groups addressed in the present 
section of Agenda 21, possess well-established and diverse 
experience, expertise and capacity in fields which will be of 
particular importance to the implementation and review of 
environmentally sound and socially responsible sustainable 
development, as envisaged throughout Agenda 21. The 
community of non-governmental organizations, therefore, offers 
a global network that should be tapped, enabled and 
strengthened in support of efforts to achieve these common 
goals.” 
 
B.  Greenpeace 
1. Sejarah Greenpeace Internasional48 
Pada tahun 1971, termotivasi oleh visi mereka tentang dunia 
hijau dan damai, sebuah tim aktivis kecil melakukan pelayaran dari 
Vancouver, Kanada, dengan menggunakan perahu ikan yang tua. 
Para pencetus Greenpece percaya bahwa beberapa individu dapat 
membuat perbedaan. Misi mereka untuk menjadi saksi mata dalam 
uji coba nuklir bawah tanah AS di Amchitka yang merupakan salah 
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satu wilayah rawan gempa di dunia. Sebuah pulau kecil di pantai 
barat Alaska, Amchitka adalah tempat suaka terakhir bagi tiga ribu 
berang-berang laut yang berada dalam bahaya, dan rumah untuk 
elang botak, elang pemburu, dan satwa liar lainnya.Meskipun perahu 
tua mereka, Phyllis Cormack, dicegat sebelum ke Amchitka, 
perjalanan mereka mendapat perhatian publik. AS tetap meledakkan 
bom-nya, tetapi suara atas masalah itu harus didengar. Percobaan 
nuklir di Amchitka berakhir pada tahun yang sama, dan pulau 
tersebut kemudian dideklarasikan sebagai suaka marga satwa. 
Bill Darnell menciptakan nama Greenpeace ketika dia melihat 
seseorang menyalakan perdamaian(peace) sehingga kemudian dia 
berkata,”let’s make that a green peace!”Bob Hunter membuat konsep 
“Media Mind Bomb” mendapat perhatian publik dengan drama, 
oposisi kamera siap pada kejahatan lingkungan. Jim Bohlen, Paul 
Cote, dan Irving Stowe merupakan penemu “Don’t Make a Wave 
Committee” yang mengatur aksi Greenpeace pertama: sebuah 
pelayaran ke Pulau Amchitka di Aleutians dalam upaya 
menghentikan uji coba senjata nuklir. David Mc. Taggart meyakinkan 
setengah lusin grup pemula yang kurang terkoneksi untuk 







Kantor pusat Greenpeace bermarkas di Amsterdam, Belanda 
dengan 2,8 juta pendukung di seluruh dunia. Kantor nasional dan 
regional ada di 41 negara.  
2. Sejarah Greenpeace Asia Tenggara.49 
Asia Tenggara sangat berarti bagi masa depan kelestarian 
planet bumi. Warisan kekayaan alami yang ada di wilayah ini patut 
diperjuangkan kelestariannya. Walau demikian, seiring 
bertumbuhnya sektor ekonomi dan industri secara pesat dalam 30 
tahun terakhir ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang 
cukup besar. Dampak lingkungan di wilayah ini juga meluas ke luar 
batas-batas negara Asia Tenggara. Degradasi lingkungan yang 
parah telah dialami seantero Asia Tenggara. Disamping krisis 
keuangan yang melanda Asia belum lama ini, polusi dan 
penghancuran sumber daya alam semakin parah, sementara 
perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara industri 
mengarahkan wilayah ini untuk ekspansi operasi dan teknologi 
mereka yang merusak lingkungan. Apa yang semakin memperparah 
masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat Asia mengenai 
kerusakan lingkungan dan lemahnya mekanisme demokrasi untuk 
memperkuat masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan. Melihat pentingnya potensi pembangunan dan ancaman 
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di wilayah ini, dan dalam rangka konsolidasi dan pengembangan 
kampanyenya di Asia Tenggara, Greenpeace meningkatkan 
kegiatannya di wilayah ini. Greenpeace Asia Tenggara secara resmi 
didirikan pada tanggal 1 Maret 2000.  
3. Visi dan Misi Greenpeace 
Misi Greenpeace khususnya Greenpeace Asia Tenggara 
adalah: Melindungi hak-hak lingkungan; Mengekspos dan 
menghentikan kejahatan lingkungan; dan Mengedepankan 
pembangunan bersih. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan 
melestarikan lingkungan di seluruh dunia. Masalah kerusakan 
lingkungan sudah menjadi isu sejak lama dan beberapa konvensi 
maupun konferensi telah diadakan untuk membahas isu-isu 
lingkungan yang terjadi. Dalam Agenda 21 paragraf 27.3 bab 27  
tentang Strengthening the Role of Non-Governmental Organizations: 
Partners for Sustainable Development50, menyebutkan bahwa: 
“Non-governmental organizations, including those non-profit 
organizations representing groups addressed in the present 
section of Agenda 21, possess well-established and diverse 
experience, expertise and capacity in fields which will be of 
particular importance to the implementation and review of 
environmentally sound and socially responsible sustainable 
development, as envisaged throughout Agenda 21. The 
community of non-governmental organizations, therefore, offers 
a global network that should be tapped, enabled and 
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4. Struktur Organisasi Greenpeace51 
Organisasi Greenpeace terdiri dari Greenpeace Internasional 
(Stichting Greenpeace Board) di Amsterdam dan kantor-kantor 
Greenpeace diseluruh dunia sekarang berada di 41 negara. Kantor 
nasional atau regional Greenpeace memiliki izin untuk menggunakan 
nama Greenpeace. Setiap kantor diatur oleh pengurus yang 
menunjuk perwakilan (yang disebut trustee). Trustees bertemu sekali 
setahun untuk menyetujui strategi organisasi jangka panjang, untuk 
membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk struktur 
pemerintahan, untuk mengatur keuangan Greenpeace Internasional 
dan untuk menyeleksi Pengurus Internasional dari empat anggota 
dan seorang ketua. 
Board of Directors of Greenpeace International (Stichting 
Greenpeace Council’s International Board) pada umumnya terdiri 
dari tujuh anggota. Tugasnya untuk menyetujui anggaran dana 
Greenpeace Internasional dan mengaudit akun, dan untuk menunjuk 
dan mengawasi Greenpeace International’s Executive Director. 
International Board juga bertanggung jawab atas keputusan pada 
strategi cakupan luas dan isu kampanye organisasi yang lebih lebar: 
memutuskan kebijakan organisasi; menyetujui program global proses 
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penanaman, menyetujui pembukaan keputusan nasional baru; 
memberi izin untuk menggunakan merek dagang Greenpeace 
kepada organisasi Greenpeace baru.  
Anggota International Board dipilih untuk jangka waktu tiga 
tahun oleh dewan: perwakilan dari organisasi nasional/regional pada 
Annual General Meeting (AGM)-Rapat Umum Tahunan. Semua 
anggota pengurus dapat ditunjuk kembali tetapi dalam prakteknya 
jumlah masa jabatan dibatasi selama dua periode berturut-turut. 
International Boardmemberi laporan tahunan kepada Greenpeace 
International AGM. 
Greenpeace Internasional mengawasi perkembangan 
organisasi kantor-kantor Greenpeace, mengawasi perkembangan 
dan pemeliharaan armada kapal, mengoordinasikan rencana dan 
implementasi kampanye global, dan mengawasi pemenuhan dengan 
kebijakan utama. 
Greenpeace tidak meminta atau menerima dana dari 
pemerintah, perusahaan, atau partai politik. Greenpeace tidak 
mencari atau menerima sumbangan yang dapat membahayakan 
kemerdekaan, tujuan, sasaran atau integritas. Greenpeace hanya 
bergantung pada sumbagan sukarela dari para pendukung 







Greenpeace berkomitmen terhadap prinsip non-kekerasan, 
kemerdekaan politik, dan internasionalisme. Dalam mengekspos 
ancaman terhadap lingkungan dan bekerja untuk menemukan solusi, 
Greenpeace tidak memiliki sekutu atau musuh permanen. 
5. Kegiatan dan Prestasi Greenpeace 
Kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace tentu saja yang 
berkaitan dengan masalah lingkungan. Tujuan Greenpeace adalah 
untuk meyakinkan kemampuan bumi untuk memelihara kehidupan 
dalam segala aspek. Oleh karena itu Greenpeace berusaha untuk:52 
a. Melindungi keanekaragaman hayati dalam segala bentuk; 
b. Mencegah polusi dan perusakan laut, tanah, air dan air 
segar; 
c. Mengakhiri segala kegiatan nuklir; 
d. Mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata global 
tanpa kekerasan. 
Adapun beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Greenpeace 
dalam upaya pelestarian lingkungan:  
a. Greenpeace Internasional berhasil membuat Mattel, 
perusahaan mainan terbesar di dunia, untuk 










kayu dari sumber kontroversial, termasuk perusahaan 
yang diketahui terlibat dalam pengerusakan hutan.53 
b. Greenpeace Internasional berhasil membuat H&M, 
Adidas, Nike, dan Puma untuk menghapus semua 
penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya dari seluruh 
rantai pasokan mereka, dan seluruh produk daur ulang 
mereka pada tahun 2020. 
c. Pada tahun 2009, setelah melakukan tekanan menolak 
Nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara, Greenpeace 
berhasil membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mencabut rencana pembangunan PLTN dan mengatakan 
akan mengembangkan energi terbarukan sebagai 
alternatif sebelum memilih nuklir.54 
Apa yang penulis sebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari 
prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Greenpeace. Masih banyak 
prestasi lain yang telah Greenpeace peroleh dalam menyelamatkan 
lingkungan hidup. 
C. Pencemaran Lingkungan  
1. Definisi Pencemaran Lingkungan 
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Lingkungan dalam arti luas termasuk air, udara, tanah, flora 
dan fauna.55Prelimenary dari Environmental Protection Act (EPA) 
1990 menyebutkan bahwa:  
“(2) The “environment” consists of all, or any, of the following 
media, namely, the air, water and land; and the medium of air 
includes the air within buildings and the air within other natural 
or man-made structures above or below ground.” 
Sedangkan dalam kamus, pengertian dari lingkungan atau 
environment adalah objects or the region of the natural world and 
those of human civilisation.56Oleh karena itu, terdapat berbagai 
macam pengertian pencemaran lingkungan ataupun kerusakan 
lingkungan. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah 
berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk yang dapat 
terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau 
polutan.57 
Menurut Pasal 1 The Nordic Environmental Protection 
Convention 1974: 
”... environmentally harmful activities shall mean the discharge 
from the soil or from buildings or installations of solid or liquid 
waste, gas or any other substance into water courses, lakes or 
the sea and the use of land, the seabed, buildings or 
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installations in any other way which entails or may entail 
environmental nuisance by water pollution or any other effect 
on water conditions, sand drift, air pollution, noise, vibration, 
changes in temperature, ionizing radiation, light etc...”58 
 
Sedangkan ada juga yang membagi kerusakan lingkungan 
dalam tiga kategori.59 Isu global fokus pada deforestation, 
desertification, the depletion of the ozone layer and climate changes 
yang disebabkan oleh global warming (efek rumah kaca). Pada skala 
regional, isu lingkungan fokus pada transboundary pollution dan the 
management of ecological areas, seperti wetlands dan migratory 
species. Pada level lokal, isu lingkungan berfokus pada national 
environment, industrial risks, finite action and household effects 
(neighbours, waste management, product choices, dan lain-lain). 
Sehubungan dengan sifat lingkungan yang dinamis, maka akan 
terus muncul dan berkembang melalui berbagai isu-isu baru 
lingkungan hidup yang sifatnya holistik, kausatif dan saling terkait 
dalam suatu sistem.60 
2. Definisi Pencemaran Lingkungan Laut 
Menurut Pasal 1 ayat (4) United Nations Convention on the Law 
of the Sea (UNLCOS) atau di Indonesia disebut Konvensi Hukum 
Laut  (KHL) 1982: 
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“Pollution of the marine environment means the introduction by 
man directly or indirectly, of substances or energy into the 
marine environment, including estuaries, which results or is 
likely to result in such deleterious effects as harm to living 
resources and marine life, hazards to human health, hindrance 
to marine activities, including fishing and other legitimate uses 
of the sea, impairment of quality for use of sea water and 
amenities.”61 
 
Pada tanggal 13-14 November 1974 diadakan sidang para 
menteri Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) yang memberikan pengertian tentang pencemaran 
lingkungan laut: 
“Pollution is introduction by man directly or indirectly of 
substances or energy into the environment, resulting in 
deleterious effects of such a nature as to endanger human 
health, harm living resources and ecosystem and impair or 
interfere with amenities and other legitimate uses of the 
environment.”62 
Pengertian yang diberikan oleh Inter Governmental Maritime 
Consultative Organization (IMCO) kurang lebih sama dengan yang 
terdapat pada Pasal 1 ayat 4 UNCLOS dan OECD.  
Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan pencemaran laut adalah perubahan pada 
lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukannya oleh manusia 
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Pasal 1 ayat 4 Konvensi Hukum Laut 1982,”Pencemaran lingkungan laut dapat 
diartikan masuk atau dimasukannya zat, dan energy ke dalam lingkungan laut, termasuk 
muara oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan rusaknya sumber daya hayati dan 
kehidupan di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah 
serta menurunnya kualitas air laut untuk berbagai kebutuhan.” 
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Pencemaran laut terjadi jika dimasukkan oleh manusia, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, suatu benda, zat energy ke dalam lingkungan laut, sehingga 
menimbulkan akibat sedemikian rupa kepada alam dan membahayakan kesehatan serta 








secara langsung maupun tidak langsung bahan atau energi ke dalam 
laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat buruk 
terhadap kekayaan hayati kesehatan manusia, sehingga 
mengganggu kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, 
penggunaan laut yang wajar serta pemburukan kualitas air laut dan 
kualitas tempat pemukiman dan rekreasi.63  
3. Ketentuan-ketentuan Umum yang Berkaitan dengan Hak 
dan Kewajiban Negara dalam Perlindungan dan Pelestarian 
Lingkungan Laut. 
Pengaturan mengenai hak dan kewajiban negara dalam 
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur dalam Pasal 192 
Konvensi Hukum Laut 1982: 
"States have the obligation to protect and preserve the marine 
environment.” 
Berdasarkan Pasal 192 tersebut, Pasal 193 menjelaskan 
tentang hak-hak berdaulat bagi negara-negara untuk 
mengeksploitasi sumber daya alam masing-masing: 
“States have the sovereign right to exploit their natural 
resources pursuant to their environmental policies and in 
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Namun hak untuk mengeksploitasi tersebut harus dilaksanakan 
sejalan dengan kebijakan lingkungan nasionalnya dan kewajiban 
mereka tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.64 
Pasal 194 ayat 1: 
“States shall take, individually or jointly as appropriate, all 
measures consistent with this Convention that are necessary to 
prevent, reduce and control pollution of the marine environment 
from any source, using for this purpose the best practicable 
means at their disposal and in accordance with their 
capabilities, and they shall endeavour to harmonize their 
policies in this connection.” 
 
Berdasarkan Pasal 194 ayat 1, negara-negara berkewajiban 
untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, 
mengurangi, dari sumber apa pun untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan dalam Pasal 192.65 
Pasal 194 ayat 3 menetapkan tindakan-tindakan yang diambil 
negara tersebut diatas meliputi segala sumber pencemaran, yaitu:66 
a. the release of toxic, harmful or noxious substances, 
especially those which are persistent, from land-based 
sources, from or through the atmosphere or by dumping; 
b. pollution from vessels, in particular measures for 
preventing accidents and dealing with emergencies, 
ensuring the safety of operatios at sea, preventing 
intentional and unintentional discharges, and regulating 
the design, construction, equipment, operation and 
manning of vessels; 
c. pollution from installations and devices used in exploration 
or exploitation of the natural resources of the sea-bed and 
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 Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di 











subsoil, in particular measures for preventing accidents 
and dealing with emergencies, ensuring the safety of 
operations at sea, and regulating the design, construction, 
equipment, operation and manning of such installations or 
devices; 
d. pollution from other installations and devices operating in 
the marine environment, in particular measures for 
preventing accidents and dealing with emergencies, 
ensuring the safety of operations at sea, and regulating 
the design, construction, equipment, operation and 
manning of such installations or devices. 
 
Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, 
mengurangi dan mengatasi pencemaran lingkungan laut, negara-
negara menurut Pasal 195 juga harus bertindak secara hati-hati agar 
tidak menyebarkan kerusakan atau memindahkan bahaya 
pencemaran terhadap daerah di luar yurisdiksinya.67 
Kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan 
melestarikan lingkungan laut diikuti dengan penegasan kembali akan 
hak-hak kedaulatan mereka untuk mengeksploitasi sumber kekayaan 
alam mereka.68 
Asas ke tujuh Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa: 
“State shall take all possible steps to prevent pollution of the 
seas by substance that are liable to create hazard to human 
health, to harm living resources and marine life, to damage 
amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea.”69 
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Dikdik Mohamad Sodik, Ibid, hlm 214. Lihat Duncan E.J. Currie, High Seas 
Protecting the Deep Sea Under International Law: Legal Options for Addressing High 
Seas Bottom Trawling, Greenpeace, 2004, hlm 9. 
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 Dikdik Mohamad Sodik, Ibid, hlm 215 
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Asas ke tujuh Deklarasi Stockholm,”Negara berkewajiban untuk mengambil 
tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan 









D. Hukum Laut Internasional 
1.  Zona Maritim Dibawah Kedaulatan Penuh 
Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh 
adalah perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan 
(archipelagic waters) untuk negara kepulauan, dan laut teritorial 
(territorial sea). Zona maritim yang berada dibawah wewenang dan 
hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (contigous zone), 
zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone) dan landas 
kontinen (continental shelf). 
Dalam melaksanakan kedaulatan, diperlukan suatu yurisdiksi 
yang merupakan kewenangan hukum negara untuk membuat 
peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum 
yang dilakukan oleh orang (warga negara atau asing) dan harta 
benda yang berada di wilayahnya.70 
Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berisi tentang ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang perairan pedalaman dan laut 
teritorial. Didalam Pasal 3 dijelaskan bahwa setiap negara diberikan 
hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas 
yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkalnya. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70
Dikdik Mohamad Sidik, Op.Cit,  hlm 20. Lihat Ivan Shearer, Jurisdiction, in Sam 
Blay, Ryszard and Martin Tsamenyi (eds.), Public International Law: An Australian 







Kedaulatan suatu negara pantai atas laut teritorial bersifat mutlak 
dan lengkap,71meskipun dibatasi oleh kewajiban-kewajiban 
internasional yang timbul dari ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan 
internasional dan perjanjian internasional.72 
2.  Zona Maritim Diluar Kedaulatan Penuh 
Zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut 
lepas (high seas) dan kawasan dasar laut internasional (international 
seabed area). Diluar batas yurisdiksi nasional semua negara 
mempunyai pelbagai kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan 
menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya mineral yang 
terkandung di kawasan dasar laut internasional berdasarkan prinsip 
warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind)73 
Walaupun negara pantai mempunyai kedaulatan di laut 
teritorial, namun di laut ini, negara-negara lain masih memiliki hak 
lintas damai.74 
Pasal 19 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 mengemukakan 
daftar kegiatan-kegiatan apa saja dari kapal asing yang dianggap 
tidak damai yaitu: 
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Ibid, hlm 22. Lihat Commander Stephanie Moles, RAN, The Law of the Sea 
Convention 1982 and the Refugee Convention 1951 Provisions: How They Might Impact 
on Extant Australian Government Policy Concerning Illegal Immigration, (Canberra: 
Department of Defence of the Australian Government, 2003) hlm 60. 
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Ibid. Lihat D.J Harris, Cases and Materials on International Law, (London: Sweet and 
Maxwell, 2004) hlm 386. 
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a. melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan 
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan 
politik negara pantai, atau dengan cara lain apa pun yang 
melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang 
tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
b. melakukan latihan perang atau melakukan uji coba 
senjata jenis apapun; 
c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang merugikan bagi 
pertahanan atau keamanan negara pantai; 
d. melakukan propaganda yang bertujuan mempengaruhi 
pertahanan atau keamanan negara pantai; 
e. meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu 
pesawat udara dari atau ke atas kapal; 
f. meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu 
peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas 
kapal; 
g. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang 
atau orang dengan cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, 







h. melakukan perbuatan pencemaran yang dilakukan 
dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang 
parah; 
i. melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal; 
j. melakukan kegiatan riset atau survei tanpa izin dari 
negara pantai; 
k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu 
sistem informasi, setiap fasilitas atau instalasi komunikasi 
lainnya; dan 
l. melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan 
langsung dengan lintas. 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa kapal asing yang dapat 
melintas di laut teritorial adalah jika kapal tersebut tidak melakukan 
















A.  Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan- bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan 
relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media 
pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti 
data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang 
relevan.Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara langsung 
maupun melalui e-maildengan pihak-pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi untuk membantu penelitian ini.  
Kedua teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah 
mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang 
relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tindakan yang dilakukan 
oleh Greenpeace dalam menyelamatkan Laut Arktik dan legalitas 
penahanan aktivis Greenpeace oleh pemerintah Rusia ditinjau dari 
hukum internasional. 
 







Dalam penyelesaian proposal ini, penulis akan memilih lima 
lokasi penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Kantor pusat Greenpeace di Belanda 
3. Kantor perwakilan Greenpeace di Indonesia 
C. Jenis Data 
Jenis data yang diperoleh, yaitu: 
1. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 
narasumber terkait. 
2. Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah, publikasi resmi dari Greenpeace dan data-data 
lain yang diperoleh secara langsung (hard copy) maupun yang 
diperoleh dari hasil pencarian melalui internet (soft copy). 
D. Sumber Data 
Sumber yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini adalah: 
1. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
2. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi 
ini.  
3. Hasil wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 







  Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan bahan-
bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber 
dari buku-buku dan literatur-literatur lain serta hasil wawancara 
dengan pakar hukum yang berhubungan dengan judul proposal ini. 
Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Aksi Save the Arctic Tidak Melanggar Hukum Internasional 
1.  Greenpeace adalah Non-Governmental Organization (NGO) 
yang Memiliki Legal Status di Hukum Internasional. 
  Greenpeace adalah Non-Governmental Organization (NGO) 
yang bergerak dibidang lingkungan. NGO  sama seperti negara, 
NGO terdiri dari individu-individu, tetapi tidak seperti negara, NGO 
memiliki hubungan dengan individu yang bersifat sukarelawan. 
Individu-individu bergabung dan mendukung NGO diluar komitmen 
untuk tujuannya. Tujuan tersebut ditambah organisasi, memberikan 
NGO otoritas apapun yang mereka miliki, dan otoritas tersebut lebih 
kepada otoritas moral daripada otoritas hukum. Sifat alami dari NGO 
yang membedakannya dari International Organization (IO) yang 
mandatnya disetujui dan dibatasi oleh negara. Kurangnya status 
hukum di bawah hukum internasional memungkinkan NGO untuk 
menentukan peran mereka tidak dibatasi oleh hukum dan untuk 
mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dan efektif.75 
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 Karsten Nowrot, Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-
Governmental Organizations Under International Law, Indiana Journal of Global Legal 







  Salamon dan Anheier (1994) mendefinisikan NGO sebagai 
organisasi yang memiliki enam sifat: (1) non-governmental, (2) non-
profit making, (3) voluntary, (4) of a solid and continuing form, (5) 
altruistic, dan (6) philanthropic.76 
  NGO telah ada sejak ratusan tahun lalu, tetapi sejak 
pertengahan abad 19, jumlah mereka telah bertambah dan 
mendapatkan pengakuan internasional.77 Keterlibatan NGO dalam 
bidang internasional semakin intensif pada tahun 1970an dan 
1980an, ketika entitas-entitas ini mulai tumbuh secara jumlah, 
ukuran, dan keberagaman.78 Dewasa ini, NGO telah diproyeksikan 
memiliki kehadiran yang semakin kuat. Mereka sudah tidak dapat 
dikategorikan sebagai “organisasi sukarela yang mendukung usaha 
negara berkembang untuk berkembang.” Mereka muncul sebagai 
aktor penting dalam bidang politik internasional, dan telah 
mendemonstrasikan potensi untuk mengguncang potensi ekonomi 
dunia.79World Bank menyarankan pemerintah untuk membuka peran 
lebih luas untuk NGO.80 Pada tahun 1995, World Bank mengangkat 
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 Shinichi Shigetomi, The State and Non-Governmental Organizations: Perspective 
from Asia, (Singapore: Seng Lee Press, 2002) hlm 6. 
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Angela Zettler, NGO Participation at the United Nations: Barriers and Solutions, Des 
2009, hlm 3. 
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 Karsten Nowrot, Op.Cit, hlm 585 
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 Shinichi Shigetomi, Op.Cit, hlm ix 
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Ann-Karin Lindblom, Op.Cit, hlm 16. Lihat juga John D.Clark of the World Bank NGO 
Unit, in the Introduction toDraftWorld Bank Handbook on Good Practices for Laws 
Relating to Non-Governmental Organizations, Prepared for the World Bank by the 







sebuah NGO, International Center for Not-for-Profit Law, untuk 
memberikan nasihat praktis terbaik pada peraturan nasional yang 
dapat menyediakan iklim yang sehat untuk NGO.81 Bahkan dalam 
Pasal 71 United Nations Charter (UN Charter) menyebutkan bahwa: 
  “The Economic and Social Council may make suitable 
arrangements for consultation with non-governmental 
organizations which are concerned with matters within its 
competence!” 
  Pasal tersebut menunjukkan bahwa NGO mendapatkan 
pengakuan oleh UN dan memiliki kompetensi untuk melakukan 
tindakan hukum. Artikel ini memberikan consultative status atau 
status penasihat kepada para NGO82. Greenpeace masuk sebagai 
consultative status sejak tahun 1998. Consultative status 
membolehkan NGO untuk berpartisipasi secara formal pada sistem 
politik internasional.83 Mereka dapat berpartisipasi pada konferensi 
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Ann-Karin, Ibid. Lihat Draft World Bank Handbook on Good Practices for Laws 
Relating to Non-Governmental Organizations, hlm 3. Diantara rekomendasi yang dibuat 
dalam Handbook, inter alia, hukum yang mengatur NGO harus tertulis dan bahwa NGO 
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berpisah, atau penghentian dan bahwa hal itu harus disetujui oleh laporan keuangan 
organisasi. Ibid, hlm 31, 34, 39. Lihat juga 
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Lihat List of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the 
Economic and Social Council as of 1 September 
2013http://csonet.org/content/documents/e2013inf6.pdf . Diakses pada tanggal 23 
Januari 2014 
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dan kegiatan internasional yang diadakan oleh UN, yang dimana 
mereka dapat belajar dan berkontribusi pada berbagai jenis isu.84 
  Adapun syarat untuk mendapatkan consultative status adalah85: 
sebuah NGO telah didirikan (terdaftar secara resmi dengan otoritas 
pemerintah yang sesuai, sebagai sebuah NGO/non-profit) minimal 
dua tahun, mempunyai headquarter, mempunyai konstitusi yang 
teradopsi secara demokrasi, otoritas untuk berbicara kepada 
anggotanya, memiliki struktur perwakilan, menkanisme yang sesuai 
dari pembuatan keputusan yang demokrasi dan transparan. Sumber 
dasar dari organisasi harus diturunkan ke bagian utama dari 
kontribusi afiliasi nasional atau komponen lain atau dari anggota 
individu. 
  UN dan para agensinya semakin bergantung kepada NGO 
untuk meningkatkan field service, sebagaimana implementasi dan 
tujuan UN.86 Dalam Pasal 1 UN Charter disebutkan bahwa tujuan 
utama UN adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan 
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Lihat Pasal 1 UN Charter. “The purposes of the United Nations are: 1. To maintain 
international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for 
the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of 







mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya 
kerusakan hutan di Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru 
dunia dapat memberikan dampak kepada seluruh umat manusia. 
Jadi masalah lingkungan adalah salah satu masalah yang sangat 
mendesak karena menyangkut kehidupan seluruh umat manusia. 
Oleh karena itu NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan seperti 
Greenpeace memberikan peranan yang sangat penting untuk 
mengedukasi masyarakat tentang masalah lingkungan yang dihadapi 
sekarang maupun dimasa yang akan datang.  
  Dengan diakuinya Greenpeace sebagai NGO oleh UN yang 
memiliki consultative status maka Greenpeace memiliki hak dan 
kewajiban sebagai subjek hukum internasional sama halnya dengan 
subjek hukum internasional yang lain.88 
  NGO seperti Greenpeace dan Amnesty International semakin 
berpartisipasi pada proses pembuatan keputusan internasional 
dengan mengadvokasi agenda kebijakan international baru dan 
menggoyahkan untuk perubahan-perubahan pada rezim hukum 
internasional yang ada.89 
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  Dalam kasus penangkapan activis Greenpeace oleh 
pemerintah Rusia, Greenpeace kemudian mengajukan amicus curiae 
brief kepada International Tribunal on The Law of The Sea (ITLOS). 
Kapasitas NGO dalam mengajukan amicus curiae juga terdapat 
pada kasus The Shrimp/Turtle Case.90Kasus ini diajukan oleh India, 
Malaysia, Pakistan dan Thailand melawan Amerika Serikat pada 
tahun 1998. Pertama, kasus ini menggaris bawahi kondisi ketat yang 
dimana rejim perdangan internasional memaksakan pada ukuran 
perdagangan unilateral untuk melindungi lingkungan.91 Kedua, kasus 
ini menciptakan entry formal kepada NGO pada proses penyelesaian 
sengketa WTO dengan cara memberikan kemungkinan kepada 
mereka untuk mempunyai suara yang didengar melalui amicus 
curiae brief.92 
  Peranan NGO pada debat perdagangan dan lingkungan 
kemudian menjadi nyata pada Tuna/Dolphin Dispute,93pada kasus 
ini, NGO juga memainkan peranan penting pada pembentukan 
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Panel and Appellate Body report on US-import prohibition of certain shrimp and 
shrimp products, WT/DS58/R and WT/DS58/AB/R. Lihat James Cameron, Et.al (editor), 
Trade and the Environment Law and Policy. Introduction, Cases, and Materials, (London: 
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environmental side-agreement untuk NAFTA.94 Dalam WTO, para 
NGO telah memperoleh kehadiran mereka pada pertemuan 
kelompok kerja dan konferensi yang berkenan dengan kementrian, 
dan mereka telah memaksa WTO untuk menjadi lebih terbuka pada 
setiap kegiatannya.95 
2.  NGO Berperan dalam Mengampanyekan Global Warming 
dan Climate Change  
  Global warming atau pemanasan global disebabkan oleh 
peningkatan emisi karbon dioksida yang bersumber dari bahan bakar 
fosil, termasuk industri pengolahan energi-intensif, pembangkit listrik 
berbahan bakar fosil, mobil, dan sebagainya.96 
  Sementara itu, climate change atau perubahan iklim adalah 
fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia terutama 
yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil (80%) dan 
kegiatan alih-guna seperti CO2, metana (CH2), nitrous oksida (N2O) 
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yang jumlahnya semakin banyak di atmosfer.97 Sementara itu Pasal 
1 (3) UNFCCC menjelaskan bahwa: 
 ““Climate change” means a change of a climate which is 
attributed directly or indirectly to human activity that alters the 
composition of the global atmosphere and which is in addition 
to natural climate variability observed over comparable time 
periods.” 
  Laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) tahun 2007 menunjukkan bahwa pemanasan global 
telah terjadi sejak dimulainya kegiatan manusia tahun 1750 dan 
meningkat pada masa Revolusi Industri.98 
  Dampak perubahan iklim secara perlahan antara lain kenaikan 
permukaan laut, kenaikan suhu permukaan laut dan kenaikan suhu 
udara yang menimbulkan dampak langsung terhadap tergenangnya 
infrastruktur di daerah pantai, rusaknya ekosistem pantai, intrusi air 
laut, berkurangnya lahan, termasuk pemutihan terumbu karang dan 
meningkatnya populasi nyamuk.99 
  Menurut para ilmuwan, badai salju dan suhu dingin ekstrem 
yang melanda Eropa di sekitaran tahun 2010 merupakan efek 
langsung dari pemanasan global. Para peneliti dari Postdam 
Instititute for Climate Impact Research (Postdam-Institut fur 
Klimafolgenforschung/ PIK) di Jerman mengatakan bahwa musim 
dingin yang terjadi di benua Eropa sepuluh tahun belakangan ini 
adalah akibat mencairnya lapisan es di kawasan Arktik, akibat 
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pemanasan  global. Hilangnya lapisan es membuat permukaan laut 
di Samudra Arktik langsung terkena sinar matahari. Energi panas 
matahari yang biasanya dipantulkan lagi keluar angkasa oleh lapisan 
es berwarna putih kini terserap oleh permukaan laut dan membuat 
laut kawasan kutub memanas dan mengubah pola aliran udara di 
atmosfer. Hal ini akan membuat kenaikan suhu air laut dan 
menimbulkan sistem tekanan dingin yang membawa udara dingin 
kutub ke daratan Eropa.100 
  Dampak secara ekstrim antara lain peningkatan curah hujan di 
musim hujan, peningkatan penguapan di musim kemarau dan 
peningkatan intensitas badai tropis yang menyebabkan 
meningkatnya banjir dan tanah longsor, kekeringan, dan gangguan 
cuaca.101 
  Dampak turunnya adalah terjadinya pengungsian penduduk, 
meningkatnya kebakaran hutan, produktivitas pertanian menurun 
dan meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk 
serta terganggunya kegiatan ekonomi.102 
  Isu lingkungan hidup sebenarnya bukanlah merupakan isu 
baru. Pada tahun 1960an, isu lingkungan hidup telah masuk kedalam 
agenda internasional.103 Perlindungan terhadap lingkungan 
merupakan kewajiban bersama seluruh umat manusia karena dunia 
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ini hanya satu, kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah A akan 
berdampak pada daerah lainnya.104 Perubahan iklim telah 
menciptakan banyak tragedi bencana seperit Badai Katrina di 
Amerika Serikat, badai salju di benua Eropa, banjir di Australia, 
Brazil, Cina, dan Indonesia, serta masih banyak bencana alam 
lainnya yang diakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.105 
  NGO yang bergerak dibidang lingkungan juga memiliki peranan 
yang penting dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat lokal 
untuk memahami mengapa perubahan iklim telah menjadi semakin 
buruk dan apa konsekuensi yang harus mereka hadapi. Aktivitas 
NGO pada pendidikan juga memainkan peran penting dalam 
membantu masyarakat setempat untuk segera merespon bencana 
yang berasal dari perubahan iklim.106 
  Greenpeace juga aktif dalam penegakan hukum internasional 
dengan mengawasi penyesuaian negara dengan peraturan hukum 
internasioal melalui penggabungan mereka pada rezim internasional, 
seperti di area perlindungan lingkungan, hak asasi manusia 
internasional, dan hukum humaniter.107 
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  Dalam menjawab permasalahan perubahan iklim, NGO telah 
menekankan pada dua aktivitas: yang pertama adalah mengurangi 
emisi karbon dan yang kedua adalah mengurangi akibat dari 
perubahan iklim pada kehidupan sehari-hari.108 
3.  Save the Arctic adalah Aksi Peaceful Protest  
  Global warming dan climate change adalah salah satu isu 
lingkungan penting yang sedang kita hadapi. Berangkat dari alasan-
alasan inilah Greenpeace kemudian melakukan peaceful protest 
sebagai bentuk protes terhadap para pelaku perusak lingkungan.109 
  Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Juru 
Kampanye Lingkungan dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun 
Mulaika110, setiap aksi protes yang dilakukan oleh Greenpeace 
adalah aksi peaceful protest tanpa menggunakan kekerasan. Selama 
lebih dari 40 tahun Greenpeace mengambil langkah aman, tindakan 
langsung tanpa kekerasan atau non-violent direct action untuk 
meningkatkan tingkatan dan kualitas debat publik tentang isu 
lingkungan dan perlucutan senjata. Melalui kampanye tersebut, 
Greenpeace memberikan kontribusi terhadap perkembangan 
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berbagai instrument internasional di bidang perlindungan lingkungan 
laut.111 
  Setiap kampanye yang dilakukan dibentuk sebuah tim untuk 
menjalankannya. Masalah tema, teknis, dan skenario tentang 
kampanye yang akan dilakukan itu dikerjakan oleh sebuah tim. 
Setiap negara memiliki tim kampanye masing-masing dan skenario 
dari kampanye yang akan dijalankan merupakan rahasia internal dari 
tim tersebut. Greenpeace di negara lain hanya akan diberitahu 
tentang kontain atau inti dari kampanyenya saja.  
  Greenpeace merupakan organisasi kampanye yang memiliki 
gaya kampanye bearing witness yang artinya mereka menyaksikan 
sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi dan dengan dokumentasi 
yang mereka punya, mereka kemudian menyebarkannya kepada 
seluruh dunia. 
  Skala kampanye yang dilakukan Greenpeace berupa 
kampanye  skala nasional, regional dan global. Kampanye nasional 
dan regional dijalankan di negara masing-masing atau cakupan 
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wilayah regional beberapa negara contohnya Greenpeace Asia 
Tenggara melakukan kampanye melawan perusahaan minyak 
kelapa sawit, Wilmar. 
  Save the Arctic merupakan kampanye global untuk 
menyelamatkan Arctic dari pengeboran minyak, oleh perusahaan 
minyak dunia salah satunya adalah Shell dan Gazprom.112 
  Greenpeace menyadari setiap aksi yang dilakukan memiliki risk 
assessment. Aksi yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang mudah 
apalagi jika Greenpeace harus berhadapan dengan perusahaan-
perusahaan yang memiliki kepentingan langsung akan tetapi dalam 
menghadapi hal tersebut mereka juga memiliki legal assessment. 
Sehingga ada banyak informasi-informasi internal yang hanya 
diketahui oleh team campaign.  
  Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Daniel 
Simons113, Legal Counsel Campaigns and Actions Greenpeace 
International, normalnya, Greenpeace tidak meminta izin sebelum 
melakukan peaceful protest. Freedom of expression atau kebebasan 
berekspresi merupakan hak asasi manusia. Seperti yang tercantum 
pada Pasal 19 Universal Declaration on Human Rights (UDHR), 
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Resolusi Majelis Umum PBB, dan Pasal 19 (2) InternationalCovenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR):  
 “Everyone shall have the right to freedom of expression; this 
right shall include freedom to seek, receive and impart 
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either 
orally, in writing or in print, in the form of art or through any 
other media of his choice.” 
  Disisi lain, kebebasan berekspresi bukan hal yang mutlak dan 
setiap sistem hukum memiliki beberapa batasan untuk itu. Pasal 19 
(3) ICCPR: 
 “The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this 
article carries with it special duties and responsibilities. It may 
therefore be subject to certain restrictions, but these shall only 
be such as are provided by law and are necessary: 
(a) for respect of the rights or reputation of others; 
(b) for protection of national security or of public order (ordre 
public), or of public health or morals.” 
  Setiap keadaan pasti berbeda dan pada beberapa kasus 
Greenpeace meminta izin ketika hal tersebut betul-betul disyaratkan. 
Contohnya, sebelum Arctic Sunrise memasuki North Sea Route di 
bagian utara Rusia pada bulan Agustus untuk memprotes eksplorasi 
minyak disana, Greenpeace meminta izin terlebih dahulu karena 
pemerintah Rusia memiliki navigasi yang ketat pada area tersebut 
untuk melindungi lingkungan laut yang rapuh.  
  Tidak ada izin yang diminta sebelum protes di Prirazlomnaya 







selalu menginformasikan perusahaan dan/atau pemerintah yang 
berwenang yang akan Greenpeace tempati untuk protes dan protes 
tersebut akan aman dan tanpa kekerasan, jadi perusahaan dan/atau 
pemerintah yang berwenang tidak akan terkejut akan aksi protes 
Greenpeace. Hal yang serupa juga dilakukan pada kasus Save the 
Arctic ini. 
  Rencana untuk memanjat kilang minyak Gazprom telah 
direncanakan dari awal dengan hati-hati untuk memastikan bahwa 
aksi ini akan aman dan sesuai dengan jalan untuk menyampaikan 
pesan kampanye menyelamatkan Arktik.  
  Oleh karena itu Greenpeace tidak melanggar aturan hukum 
internasional dalam menyampaikan pesan perdamaian untuk 
menyelamatkan Arktik dari pencemaran lingkungan tetap dengan 
prinsip mereka yaitu non-violent direct action. Dalam melakukan 
kampanye ini, kantor-kantor Greenpeace telah menggelar sejumlah 
aksi protes damai di laut, melawan perusahaan-perusahaan 
terkemuka di lepas pantai Arktik. Aksi protes telah dilaksanakan, 
antara lain, di eksplorasi Cairn Energy untuk minyak di barat 
Greenland; upaya Royal Dutch Shell untuk mengebor Beaufort dan 
laut Chukchi di sebelah utara Alaska dan mitra kerja terbarunya 







mengeksplorasi konsesi di laut Barents dan Kara bersama dengan 
Statoil, ExxonMObil dan ENI; serta Gazprom yang mendekati 
produksi di Laut Pechora. Protes ini diarahkan terutama terhadap 
kilang minyak, kapal bor, kapal eksplorasi dan kapal pemecah es 
yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan ini. Aktivis Greenpeace 
telah terlatih secara ekstensif dalam aksi tanpa kekerasan dan pada 
prosedur keamanan.114 
 Greenpeace International Executive Director, Kumi Naidoo, 
mengatakan bahwa “Peaceful activism is crucial when governments 
around the world have failed to respond to dire scientific warnings 
about the consequences of climate change in the Arctic and 
elsewhere,”  
B.  Penahanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Rusia Tidak Sesuai 
dengan Hukum Internasional. 
1. Tuduhan Piracy dan Hooliganism Tidak Sesuai dengan 
Hukum Internasional.  
  Pada tanggal 16 September 2013, kapal penjaga pantai Rusia, 
Ladoga, memperingatkan kru Arktik Sunrise melalui radio bahwa 
pelanggaran terhadap UNCLOS untuk perlindungan keselamatan 
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pelayaran di Prirazlomnaya tidak akan ditoleransi. Pada keesokan 
harinya, ketika Arctic Sunrise mengubah arah langsung ke 
Prirazlomnaya, Ladoga sekali lagi berkomunikasi melalui radio 
bahwa peraturan harus ditaati dan tidak diizinkan untuk memasuki 
area dalam radius 3 mil sekitar kilang yang dimana ada bahaya 
untuk berlayar dan 500 meter wilayah aman disekitar kilang. 
Besoknya, pada tanggal 18 September 2013, Marco dan Sini, kedua 
aktivis Greenpeace memanjat kilang minyak Prirazlomnaya115, yang 
beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif (zee) Rusia di Laut 
Pechora, antara pulau utama Rusia dan Novaya Zemlya.116 Mereka 
kemudian ditangkap oleh penjaga pembatasan Rusia. Arctic Sunrise 
juga meluncurkan lima perahu di perimeter 3 mil yang bergerak 
langsung menuju Prirazlomnaya.117  
  Sehari berikutnya, pada tanggal 19 September 2013, seluruh 
anggota Greenpeace beserta kapalnya, Arctic Sunrise, kemudian 
ditangkap dan dibawah ke pengadilan Murmansk. Adapun nama-
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Nama Umur Kebangsaan 
Peter Henry Willcox 60 Amerika Serikat 
Paul Douglas Ruzycki 48 Kanada 
Miguel Hernan Perezorsi 40 Argentina 
Anne Mier Roer Jensen 26 Denmark 
Mannes Ubels 42 Belanda 
Iaian Christopher Rogers 37 Inggris 
David John Haussmann 49 Selandia Baru 
Jonathan David Beauchamp 51 Selandia Baru 
Colin Keith Russell 59 Australia 
Ruslan Yakushev 33 Ukraina 
Alexandre Paul 36 Kanada 
Francesco Pisanu 38 Perancis 
Cristian D’Alessandro 32 Italia 
Ana Paula Aminhana Maciel 31 Brasil 
Ekaterina Zaspa 37 Rusia 
Gizem Akhan 24 Turki 
Camila Speziale 21 Argentina/Italia 
Sini Saarela 31 Finlandia 
Tomasz Dziemianczuk 36 Polandia 
Marco Paolo Weber 28 Swiss 
Philip Edward Ball 42 Inggris 
Anthony Perrett 32 Inggris 
Faiza Oulahsen 26 Belanda/Maroko 
Dmitri Litvinov 51 Swedia/Amerika 
Alexandra Hazel Harris 27 Inggris 
Frank Hewetson 45 Inggris 
Denis Sinyakov 36 Rusia 
Kieron Bryan 29 Inggris 
Roman Dolgov 44 Rusia 
Andrey Allakhverdov 50 Rusia 
Tabel 1: Daftar Nama-nama Aktivis Greenpeace yang ditahan oleh 
Pemerintah Rusia 








  Mereka kemudian kemudian dituduh melakukan tindakan piracy 
oleh pemerintah Rusia. Pasal 101 (a) KHL menjelaskan pengertian 
dari piracy atau pembajakan: 
  “Pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantara tindakan 
berikut: 
(a) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak 
sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan 
untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari 
suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan: 
(i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau 
terhadap orang atau barang yang ada diatas kapal atau 
pesawat udara demikian; 
(ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang 
di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun; ... “ 
  Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan yang 
dilakukan oleh Greenpeace bertujuan untuk memusnahkan dan 
untuk kepentingan pribadi seperti yang dituduhkan oleh pemerintah 
Rusia. Greenpeace hanya ingin memasang spanduk peringatan 
untuk menyelamatkan Arktik yang kemudian akan difoto untuk 
disebarkan kepada seluruh dunia. Sejarah Greenpeace yang telah 
melakukan aksi protes damai selama 40 tahun118dan alasan-alasan 
yang telah dikemukakan, tidak menunjukkan adanya tindakan 
pembajakan.  Aksi yang mereka lakukan juga tidak menargetkan 
kapal atau pesawat tetapi kilang minyak pada landas 
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kontinen.119Kilang minyak tersebut juga bukan berlokasi di “suatu 
tempat di luar yurisdiksi Negara manapun!”. Prirazlomnaya adalah 
kilang minyak tetap yang dioperasikan oleh Gazprom Neft Shelf LLC, 
anak perusahaan dari Gazprom, yang terletak di landasan kontinen 
Rusia di Laut Pechora 69 ° 15'56 .88 "N 57 ° 17'17 .34" E120, dalam 
ZEE. 121 
  Pasal 60 (5) UNCLOS membatasi zona keselamatan hingga 
radius 500 meter.122 
  Pemerintah Rusia mendeklarasikan wilayah aman dalam radius 
3 mil sekitar Prirazlomnaya oleh Notice to Mariners No. 51 of 2011, 
yang mengatakan bahwa “[v]essels should not enter the safety zone 
of the marine ice-stable platform without permission of the operator 
of the platform.” Greenpeace telah meminta izin kepada otoritas yang 
berwenang sebelum melakukan aksi ini sayangnya mereka tidak 
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mendapat jawaban.123 Jarak 3 mil disekitar Prirazlomnaya juga tidak 
sesuai dengan hukum internasional karena Rusia bisa 
memanfaatkan sumber daya alam di ZEE dan mendeklarasikan zona 
eksklusif, hal ini yang harus diperhatikan bahwa hak-hak negara 
pantai di ZEE tidak seharusnya memaksakan batas yang tidak 
semestinya pada lalu lintas laut. Kebebasan navigasi di laut telah 
lama menjadi salah satu aturan utama dari hukum 
internasional.124Meskipun pada Pasal 234 UNCLOS memberikan 
pengecualian untuk batas 500 mil terhadap daearah yang ditutupi es, 
tetapi ada banyak keraguan yang mengatakan bahwa apakah 
daerah operasi di Prirazlomanya sesuai dengan definisi ice-covered 
area yang disebutkan pada pasal 234 UNCLOS.125 
  Karena tuduhan piracy tidak dapat dibuktikan, pemerintah 
Rusia kemudian mengganti tuduhannya menjadi hooliganism126. 
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 “1.  Hooliganism, that is, a gross violation of the public order 
which expresses patent contempt for society, attended by 
violence against private persons or by the threat of its use, 
and likewise by the destruction or damage of other people’s 
property, ! 
 2. The same act, if it is: 
  (a) committed by a group of persons, a group of persons in 
a preliminary conspiracy, or an organized group; 
  (b) connected with resistance to a representative of 
authority or to any other person who fulfills the duty of 
protecting the public order or who prevents violation of the 
public order;!” 
  Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa aksi damai 
yang dilakukan oleh Greenpeace menuju pada aksi hooliganism. 
Menurut Peter B. Maggs, seorang profesor hukum dan pakar hukum 
Rusia, mengatakan bahwa127Russian Legal Codemenetapkan bahwa 
ada dua tipe hooliganism, yang pertama petty hooliganism dan yang 
kedua adalah criminal hooliganism. Petty holiganism is more or less 
disorderly conduct and 90% of those convicted for this offense are 
obnoxius drunks. Meanwhile, criminal hooliganism is more serious. It 
has to be “ a gross violation of public order, showing a disrespect for 
society. It must involve weapons or objects used as weapons, or be 
done for motives of political, ideological, racial, national, or religious 
hatred, or hatred toward a social group.Untuk menerapkan tuduhan 
hooliganism, dugaan pelanggaran harus terjadi di wilayah Rusia. 
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Arktik Sunrise berada di ZEE, bukan di wilayah teritorial 
Rusia.128Kedua aktivis, Marco dan Sini, hanya ingin memanjat kilang 
minyak untuk memasang bannerSave the Arctic. Mereka tidak 
membawa senjata sama sekali dan menunjukkan aksi damai ketika 
coast guardRusia datang menghentikan aksi mereka. 
  Penahanan terhadap para aktivis ini mendapat respon dari 
seluruh dunia. Sebagian besar mendukung untuk dibebaskannya 
para aktivis atas tindakan mereka untuk menyelamatkan Arktik. 
Karena segala tuduhan yang ditujukan kepada para aktivis 
Greenpeace tidak terbukti sama sekali, maka pemerintah Rusia 
kemudian membebaskan para aktivis Greenpeace pada tanggal 26 
Desember 2013.  
2. Penahanan Arctic Sunrise Melanggar Hukum Internasional 
Tindakan pemerintah Rusia menahan Arctic Sunrise dan 28 
awak kapalnya yang tidak ikut memanjat kilang minyak juga tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Arctic Sunrise pada 
saat itu berlayar di wilayah ZEE Rusia. Arctic Sunrise berada di luar 
lingakaran tempat Gazprom Prirazlomnaya  sejauh batas tiga mil, 
didalam perairan internasional. Kordinat menunjukkan bahwa kapal 
tersebut berada di zona ZEE Rusia bukan didalam laut teritorial 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128







Rusia. Hal ini membuat penangkapan yang dilakukan coast guard 
Rusia menjadi ilegal.129 
Penahanan Arctic Sunrise juga harus meminta izin kepada 
pemerintah Belanda karena Arctic Sunrise berlayar dengan 
membawa bendera Belanda.130Aksi pemerintah Rusia menimbulkan 
sengketa prima facie apakah pemerintah Rusia telah melanggar 
kewajibannya dibawah UNCLOS dan hukum kebiasaan internasional 
memberikan Belanda sebagai negara bendera dari Arctic Sunrise, 
termasuk hak-hak khusus yang dimiliki oleh Belanda yaitu 
kebebasan berlayar dan hak untuk menjalankan yurisdiksi diatas 
kapal yang menggunakan benderanya.131 
Yurisdiksi negara bendera merupakan perwujudan tertua dari 
yurisdiksi kelautan. Hal ini juga merupakan hal yang sama terjadi 
kepada yurisdiksi yang diberlakukan dengan dasar 
nasionalitas.132Pasal 94 (1) UNCLOS tentang Kewajiban Negara 
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Greenpeace International Responds to Allegations from Russian Authorities, 
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Amicus Curiae Submission by Stichting Greenpeace Council (Greenpeace 
International). Case No.22 Before the International Tribunal for the Law of the Sea, The 
“Arctic Sunrise” Kingdom of the Netherlands and Russian Federation.  30 Oktober 2013. 
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 Maria Gavouneli, Functional Jurisdiction in the Law of the Sea, (Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2007) hlm 34. Lihat Maurice Kamto, La Nationalité des Navires en 
Droit International, La mer et son droit. Mélanges offertes å Laurent Lucchini et Jean-
Pierre Quéneudec, (Pedone, Paris, 2003) hlm 343-347; contra D.H.N. Johnson, The 
Nationality of ships, (8 Indian Yearbook of International Affairs, 1959, hlm 3-15, 
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Bendera menjelaskan bahwa: “ Setiap Negara harus melaksanakan 
secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang 
administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan 
benderanya.” 
 Bendera yang dikibarkan mengindikasikan kepada dunia bahwa 
negara mana yang menerapkan jurisdiksi negara bendera diatas 
kapal.133 Setiap penghinaan terhadap kapal tersebut diartikan dan 
diasimilasikan sebagai penghinaan terhadap negara bendera.134 
3. Pemerintah Rusia Harus Segera Menghentikan Izin Operasi 
Gazprom 
Kawasan kilang minyak Prirazlomnaya merupakan milik sumber 
energi besar Rusia, Gazprom, dan akan memulai operasinya pada 
tahun 2014. Hal ini akan menjadikan Gazprom menjadi perusahaan 
minyak pertama yang mengeruk minyak di Arktik. Greenpeace 
mengatakan bahwa tidak ada rencana aman di tempat untuk 
tumpahan minyak di kilang, dan pengerukan dapat menyebabkan 
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akibat besar untuk ekosistem Arktik yang sudah terancam. Gazprom 
telah menolak bahwa akan ada resiko.135 
Pengerukan minyak di Laut Arktik dapat merusak tidak hanya 
wilayah di sekitarnya tetapi juga dapat memberikan dampak buruk 
terhadap seluruh permukaan bumi. Pasal 1 (2) Convention on the 
Protection and Use Transboundary Watercourses and International 
Lakes136 mendefinisikan pengertian transboundary impact atau 
dampak lintas batas: 
“Transboundary impact" means any significant adverse effect 
on the environment resulting from a change in the conditions of 
transboundary waters caused by a human activity, the physical 
origin of which is situated wholly or in part within an area under 
the jurisdiction of a Party, within an area under the jurisdiction 
of another Party. Such effects on the environment include 
effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, 
climate, landscape and historical monuments or other physical 
structures or the interaction among these factors; they also 
include effects on the cultural heritage or socio-economic 
conditions resulting from alterations to those factors;!” 
“Kawasan Arktik adalah kawasan alamiah yang merupakan 
rumah bagi beruang kutub, walrus dan lain-lain. Kawasan ini juga 
merupakan kawasan penting bagi kestabilan iklim global. Aktivitas 
pengeboran Gazprom ini sendiri dikhawatirkan akan menyebabkan 
kerusakan lingkungan di kawasan yang memiliki tiga kawasan 
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Russia to charge Greenpeace activists with piracy over oil rig 
protest,http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/24/russia-greenpeace-piracy-
oil-rig-protest diakses pada 24 september 2013, 
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 Rusia merupakan anggota dari Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes. Disahkan di Helsinki, 17 Maret 







lindung berdasarkan hukum Rusia,” ujar Longgena Ginting, Kepala 
Greenpeace Indonesia.137 
Meskipun disebutkan dalam UNCLOS bahwa negara dapat 
memiliki yurisdiksi di ZEE atas eksplorasi dan eksploitasi sumber 
daya alam baik hayati maupun non hayati, termasuk sumber daya 
energy;138 diatas pembentukan dan penggunaan pulau buatan dan 
bangunan,139 termasuk yurisdiksi perdata dan pidana eksklusif dan 
penuh atas mereka terlepas dari apakah mereka berada di ZEE,140 
atau landas kontinen141, penelitian ilmiah kelautan142, dan 
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.143 
Sebagai anggota Annex I UNFCCC, Rusia wajib mengurangi 
efek gas rumah kaca setidaknya menjadi 5% dibawah jumlah emis 
gas rumah kaca pada tahun 1990.144 
Adapun sepuluh alasan Greenpeace untuk mengambil aksi 
menghentikan pengeboran minyak Gazpromoleh karena itu, 
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pemerintah Rusia harus mencabut izin operasi Gazprom, antara 
lain145: 
1. Prirazlomnaya adalah tempat pertama untuk memulai produksi 
minyak pada es yang menutupi Arktik. 
2. Prirazlomnaya tidak aman. 
3. Gazprom tidak akan bertanggung jawab kepada publik 
terhadap tumpahan minyak. 
4. Tumpahan minyak merupakan hal yang tidak mungkin 
dihindari. 
5. Tumpahan minyak di Arktik sangat tidak mungkin untuk 
dibersihkan. 
6. Prirazlomnaya berada tepat disebelah penangkaran satwa liar. 
7. Catatan tumpahan minyak oleh Rusia terus bertambah. 
8. Minyak harus disimpan di tanah jika kita ingin mengurangi 
polusi karobn yang menyebabkan perubahan iklim. 
9. Wilayah Arktik merupakan wilayah yang rapuh. 
10.  Ketika negara dan perusahaan gagal, maka masyarakat yang 
harus mengambil alih.  
 Rusia merupakan anggota dari beberapa perjanjian 
internasional dalam bidang perlindungan lingkungan, inter alia: The 
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 10 Reasons to Take Action to Stop Gazprom’s Prirazlomnaya Oil Platform 
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Baltic Marine Environment Protection Commission atau yang biasa 
disebut Helsinki Commission (HELCOM),146UNFCCC, Agenda 21, 
dan beberapa konvensi lingkungan lainnya. 
Seluruh subjek hukum internasional wajib untuk menjaga 
















 HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission-Helsinki 
Commission) adalah badan dari Convention on the Protection of the Marine Environment 
of the Baltic Sea Area, yang juga dikenal dengan naman Helsinki Convention yang 
beranggotakan: Denmark, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Jerman, Latvia, Lithuania, 
Polandia, Rusia dan Swedia. HELCOM didirikan empat dekade yang lalu untuk 
melindungi lingkungan laut pada Laut Baltik dari segala jenis sumber polusi melalui 











  Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, 
adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 
1. Isu lingkungan yang sedang terjadi utamanya climate change dan 
global warming merupakan masalah yang merupakan tanggung 
jawab seluruh subjek hukum internasional karena hal ini 
menyangkut keselamatan hidup umat manusia di masa yang 
sekarang dan terutama di masa yang akan datang. 
2. Greenpeace sebagai NGO memiliki legal personality berdasarkan 
hukum organisasi internasional. Greenpeace sebagai NGO 
bertindak dalam kapasitas hukum yang memiliki prinsip non-
violent direct action, selama lebih dari 40 tahun dan tidak pernah 
menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. 
3. Dasar tuduhan pelanggaran terhadap hukum internasional 
maupun tuduhan piracy  dan hooliganism seperti yang dituduhkan 
pemerintah Rusia tidak terbukti sama sekali sehingga para aktivis 











Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, 
yaitu: 
1. Seluruh subjek hukum internasional harus lebih peduli tentang 
masalah lingkungan yang terjadi karena menyangkut masalah 
hidup umat manusia sekarang maupun yang akan datang. 
Negara harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggar hukum. 
2. Para perusahaan minyak harus memperhatikan regulasi tentang 
pengeboran minyak yang aman tanpa merusak lingkungan. 
3. NGO dan pemerintah harus saling bekerjasama dalam 
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22 November 2013 
 
 
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 




THE “ARCTIC SUNRISE” CASE  
(KINGDOM OF THE NETHERLANDS v. RUSSIAN FEDERATION) 
 
TRIBUNAL ORDERS THE RELEASE OF THE ARCTIC SUNRISE AND THE 
DETAINED PERSONS UPON THE POSTING OF A BOND 
 
The International Tribunal for the Law of the Sea delivered its Order today in 
The “Arctic Sunrise” Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation). It 
ordered that the vessel Arctic Sunrise and all persons detained in connection with 
the dispute be released and allowed to leave the territory and maritime areas under 
the jurisdiction of the Russian Federation upon the posting of a bond in the amount 




A request for the prescription of provisional measures under article 290, 
paragraph 5, of the United Nations Convention on the Law of the Sea was submitted 
to the Tribunal on 21 October 2013 by the Kingdom of the Netherlands in a dispute 
with the Russian Federation concerning the arrest and detention of the vessel Arctic 
Sunrise and its crew by authorities of the Russian Federation. The Arctic Sunrise, 
which flies the flag of the Netherlands, is an icebreaker operated by Greenpeace 
International. The public hearing in the case was held on Wednesday, 6 November 
2013. The Russian Federation informed the Tribunal by note verbale from the 
Embassy of the Russian Federation in Berlin dated 22 October 2013 that it did not 
intend to participate in the proceedings before the Tribunal. 
 




In its Order, the Tribunal considers the declaration made by the Russian 
Federation upon ratifying the Convention, by which it “does not accept procedures 
provided for in Section 2 of Part XV of the Convention, entailing binding decisions 
with respect to disputes […] concerning law-enforcement activities in regard to the 
exercise of sovereign rights or jurisdiction”. In the note verbale of 22 October 2013, 
the Russian Federation informed the Tribunal that, on the basis of the said 
declaration, it had notified the Netherlands that “it does not accept the arbitration 
procedure under Annex VII to the Convention initiated by the Netherlands”. In the 
view of the Tribunal, the declaration made by the Russian Federation with respect to 
law enforcement activities under article 298, paragraph 1(b), of the Convention prima 
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facie applies only to disputes excluded from the jurisdiction of a court or tribunal 
under article 297, paragraphs 2 and 3, of the Convention, i.e. those relating to 
marine scientific research and fisheries. 
 
Concerning the non-appearance of the Russian Federation, the Tribunal 
considers that the absence of a party or failure of a party to defend its case does not 
constitute a bar to the proceedings and does not preclude the Tribunal from 
prescribing provisional measures, provided that the parties have been given an 
opportunity of presenting their observations on the subject. The Tribunal notes that 
the Russian Federation was given ample opportunity to present its observations but 
declined to do so. The Tribunal considers that the Netherlands should not be put at a 
disadvantage because of the non-appearance of the Russian Federation in the 
proceedings and that the Tribunal must therefore identify and assess the respective 
rights of the Parties involved on the best available evidence. 
 
 The Tribunal considers the arguments of the Netherlands that the dispute 
concerns the interpretation and application of certain provisions of the Convention, 
notably article 56, paragraph 2 (Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in 
the exclusive economic zone), article 58 (Rights and duties of other States in the 
exclusive economic zone), article 60 (Artificial islands, installations and structures in 
the exclusive economic zone), article 87, paragraph 1(a) (Freedom of the high seas) 
and article 110, paragraph 1 (Right of visit). The Tribunal also considers the note 
verbale of the Russian Federation of 22 October 2013, in which it states that “[t]he 
actions of the Russian authorities in respect of the vessel ‘Arctic Sunrise’ and its 
crew have been and continue to be carried out as the exercise of its jurisdiction, 
including criminal jurisdiction, in order to enforce laws and regulations of the Russian 
Federation as a coastal state in accordance with the relevant provisions of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea”. The Tribunal considers that a 
difference of opinions exists as to the applicability of the provisions of the Convention 
in regard to the rights and obligations of a flag State and a coastal State, and that the 
provisions invoked by the Netherlands appear to afford a basis on which the 
jurisdiction of the arbitral tribunal might be founded. The Tribunal therefore finds that 
the Annex VII arbitral tribunal would prima facie have jurisdiction over the dispute. 
 
Prescription of provisional measures 
 
The Tribunal considers that “under the circumstances of the present case, 
pursuant to article 290, paragraph 5, of the Convention, the urgency of the situation 
requires the prescription by the Tribunal of provisional measures”, and considers it 
“appropriate to order that the vessel Arctic Sunrise and all persons detained in 
connection with the present dispute be released upon the posting of a bond or other 
financial security by the Netherlands, and that the vessel and the persons be allowed 
to leave the territory and maritime areas under the jurisdiction of the Russian 
Federation”. 
 
The Tribunal determines that the bond or other financial security should be in 
the amount of 3,600,000 euros, to be posted by the Netherlands with the competent 
authority of the Russian Federation, and that the bond or other financial security 
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should be in the form of a bank guarantee, issued by a bank in the Russian 
Federation or a bank having corresponding arrangements with a Russian bank. 
 
 The Tribunal recalls that, under article 290, paragraph 6, of the Convention, 
the Parties must comply promptly with the provisional measures prescribed by the 
Tribunal. In accordance with article 95 of the Rules of the Tribunal, the Tribunal 
further decides that each Party shall submit by 2 December 2013 a report and 
information on compliance with any provisional measure prescribed. 
 
In its Order of 22 November 2013, the Tribunal: 
 
“(1) By 19 votes to 2, 
 
Prescribes, pending a decision by the Annex VII arbitral tribunal, the following 
provisional measures under article 290, paragraph 5, of the Convention: 
 
(a) The Russian Federation shall immediately release the vessel Arctic Sunrise 
and all persons who have been detained, upon the posting of a bond or other 
financial security by the Netherlands which shall be in the amount of 3,600,000 
euros, to be posted with the Russian Federation in the form of a bank guarantee; 
 
(b) Upon the posting of the bond or other financial security referred to above, the 
Russian Federation shall ensure that the vessel Arctic Sunrise and all persons who 
have been detained are allowed to leave the territory and maritime areas under the 
jurisdiction of the Russian Federation; 
 
FOR: President YANAI; Vice-President HOFFMANN; Judges MAROTTA RANGEL, 
NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, NDIAYE, JESUS, 
COT, PAWLAK, TÜRK, KATEKA, GAO, BOUGUETAIA, PAIK, KELLY, 
ATTARD; Judge ad hoc ANDERSON;  
 
AGAINST: Judges GOLITSYN, KULYK. 
 
 
(2) By 19 votes to 2, 
 
Decides that the Netherlands and the Russian Federation shall each submit the initial 
report referred to in paragraph 102 not later than 2 December 2013 to the Tribunal, 
and authorizes the President to request further reports and information as he may 
consider appropriate after that report. 
 
FOR: President YANAI; Vice-President HOFFMANN; Judges MAROTTA RANGEL, 
NELSON, CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, NDIAYE, JESUS, 
COT, PAWLAK, TÜRK, KATEKA, GAO, BOUGUETAIA, PAIK, KELLY, 
ATTARD; Judge ad hoc ANDERSON;  
 
AGAINST: Judges GOLITSYN, KULYK.” 
 
Judge ad hoc Anderson appends a declaration to the Order, Judges Wolfrum 
and Kelly append a joint separate opinion to the Order, Judge Jesus and Judge Paik 
append separate opinions to the Order, and Judge Golitsyn and Judge Kulyk append 
dissenting opinions to the Order. 
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The text of the Order and a recorded webcast of the public sitting are 
available on the website of the Tribunal. 
 
Note: The press releases of the Tribunal do not constitute official documents 
and are issued for information purposes only. 
 
The press releases of the Tribunal, documents and other information are available on the Tribunal’s 
websites (http://www.itlos.org and http://www.tidm.org) and from the Registry of the Tribunal. Please 
contact Ms Julia Ritter at: Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg, Germany,  
Tel.: +49 (40) 35607-227; Fax: +49 (40) 35607-245; E-mail: press@itlos.org  
